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Hukum Perdata. .
Kewajiban untuk menggonti kerugion karens perbuatan yang melang-
gar hukum fuge berlaku terhadap badan-badan Pemerintzh. _
Karena dalam perkars ini tidak terbukti bahwa tergugat 1, yang me-
rupalan suatu badan Pemerintah, telah melakukan perbuatan melanggar hu-
kum yang diafukan oleh penggugat (L. melakukan penangkapan yang tidak
berdasar hukum) gugatan terhadap tergugat I harus ditolak,

Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-11-1976 No.729 K/Sip./1975.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat kasasi telali".:'nenjatuhkan keputusan sebagai berikut
) dalam perkara : '

Aidil Azqar Wallad, dibantu orang tuanya: Usman Wallad, Sena Wira
Jakea, alamat Jalan Sabaruddin No.652 Medan, penggugat uatuk kasasi,
dahulu pengguget-pembanding, | :

9 melawan
1. Pemerintah Republik Indonesla, ¢q.Kepala Kepolisian Negara di Ja-
karta, cq.Kepale Daerah Kepolisian II Sumaters Utara di Medan, cq.Ko-
mando Kota Besar Kepolisim Medan dan sekitarnya di Medan, '
2. Bripda Sumarto, Anggota Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Ko-
mando Kotz Besar Kepolisien Medari dan Sekitarnya, ’
3. Abripda MNur. Anggota Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Ko-
mando Kota Besar Kepolisian Medan' dan Sekitarnya,
4. Aiptu Abdul Halim, Anggota Brimob Medan V, diperbantukan pada
Tekab (Team Khusus Anti Banditisme) Komando Kota Besar Medan dan
Sekitarnya, - - U '
tergugat-tergugat dalam kasssi, dahulu tergugat I turut terbanding dan
tergugat T, M1 dan IV-pembanding; <

Mahkamah Agung tersebut ; «io.ve o

Melihat surat-surat yang beérsangkutan ;

Menimbang, bahwa dari suratsurat’ tersebut ternyata, bahwa sekarang peng-
gugat untuk kasasi sebagai penggugat-asit telah menggugat sekarang tergugat-
tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli dimuka persidangan Penga-
dilan Negeri pada pokoknya atas dalildald : - ' g

bahwa pada tanggal 13-14 Jiniari“i973 matam sekitar jam 23.00 WIB.
tergugat-tergugat-asli 11 dan III telah melakukan penangkapan terhadap peng-
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Bugat-ast dan teman’ penggugat-esii bermama. Muhril. Nasution’ tanpa. surat pe-
rintsh penshanan;

bahwa ponangkapan. tethadip penggugat-asli. oieh tergugnt-u!i II, IIt adalah
merupakan salah tangkap, karsna penggugat-asli dituduh sebagai orang yang
bernama Armen yaag tersangkui dalam. perbuatan.p‘e,mbunulm terhadap Syah-
rl Piliang di Jalan Denai, 4 bulaa yang lalu, dan meskipun penggugst-asli telah
menyangkalnya penggugat-asi tetap ditahan dikantor tergugat-asli II, III ;

bahwa dalam tahanan penggugat-asli telah ‘dianiaya berat, sedemlk:lan rupa
(dipuku.l dengan kayu brati berkali-kali diantuk-antukkan kepalanya ke  din-
ding dan sebagainya hingga pingsan) oleh tergugatasli [l dan Iil supaya me-
ngakul tuduhannya, ‘dihadapan tergugat-asli IV, dimana tergugat-asli IV sebagai
komandan  tidak melarang perhuatan tergugat-asli II. dan III tersebut;

bahwa setelsh terbuktl penggugat-asii tidak bersalah; yaitu setelah dikon-
frontir dengan abang s terbuauh yang. mcnegukan bahwa penggugat-asli bu.
kan tertuduh Armen, maka penggugat-asli dilepas dari tahanan, sehingga ter-
bukti telah terjadi salah tangkap terhadap penggugat-asli oleh tergugat-asli II
dan III;

bahwa akibat penahanan sewenang-wenang dan penganiayaan berat oleh ter-
gugat-asli II dan III temebut yang mengakibatkan tulang kering kaki kanan
penggugat-asli patah berganda dan air kencing dan dahak penggugat-asli ber-
darah, maka penggupat-asli telah menderita cacad badan scumur hidup (bukti-
bukti terlampir) dan dengan demkian tergugat-tergugat-asli telah melakukan
perbuatan melanggar hukum;

bahwa tergugat-tergugat-asli II, III dan IV atas perbuatannya tersebut oleh
Mahkamah Kepoliian Komdak II Sumaterz Utara telah dijatuhi hukuman
penjara masing-masing 7 bulan, 3 bulan 2 minggwe dan 3 bulan 2 minggu ;

bahwa akibat salah tangkap dan penganiayaan yang sewenang-wenang terse-
but, penggugat-asi telah menderita kerugian seperti terperinci dalam surat
gugatan yang seluruhnya berjumlah Rp.13.000.000,~ dan karena itu penggugat-
asli menuntut ganti kerugian tersebut kepada tergugat-asli;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asi menuntut kepada
Pengadilan Negeri Medan supaya memberi keputusan yang dapat dijalankan
lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa tindakan tergugat-tergugat I, II, III daa IV yang
telah salah tangkap dan menganiaya penggugat dengan sewenang-wenang adalah
merupakan tindakan yang melawan hukum (omechtmauge overheidsdaad/on-
rechtmatige daad);

2. Menghukum tergugat-tergugat I, Il Il dan leecara tanggung menanggung
membayar ganti kerugian kepada penpgugat sebesar Rp.135 000-— (lima tbu
fupiah);

3, Menghukum tergugnt-tergugatl H, IIl dan IV secara tanggung menanggung
membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp.10.000,— (se-
puluh ribu ruplah) per harl, jika tergugat-tergugat tidsk melaksanakan kepu-
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4, Menghulum te:gugat-tergugat membzyar ongkos-ongkos perkara; ;

5. Menyatakan keputusan ini dapat:dilaksanakan dengan serta merta wa-
laupun ada perlawanan, banding dan kasasi (ult voerbaar bij voorraad);

bahwa tergugat-tergugntashi ‘terthadap dalil gugatan penggugat-asli telah me
ngajukan ekseps- pada pokolmya ata dalil-dalil

Tergugat-asll I ¢ -

bahwa menurut hukum be!um ada suatu ketentuan atau undang-undang
- dan atau peraturan-peraturan -pelaksanaan terhadap ganti rugi tentang gugatan
penggugat-asli terhadap tergugat-asli I: dimana tergugatasli I merupakan suatu
badan Pemerintzh, sehingga gugatan penggugat-asli harus dinyatakan tidak da-
pat diterima; .

Te:gugat-ash iI, I dan IV :

bahwa yang digugat penggugat-uli adalah tergugat-asli II, IIf dan IV dalam
kedudukan masing-masing sebagai anggota Polri dan bukan orang-orang scbagal
*pribadi® masing-masing, sedangkan  perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
- tergugat-tergugat-asli II, III dan IV bukan merupakan tindakan-tindakan pribadi

- perorangan, melainkan dalam hubungan tugas jabatan (ambtshalve);

bahwa walaupun Undang-undang Pokok Kehakiman No.14/1970 menyebut
tentang hak seseorang yang ditahan karens kekeliruan mengenai orangnya un-
tuk menuntut ganti kerugian, namun undang.undang yang mengatur tentang
pembebanan ganti rugi belum ada;

bahwa ,berdasarkan alasan-zlasan tersebut gugatm penggugat-asli ha:us d1-
nyatakan' tidak dapat diterima; .

bahwa Pengadilan Negeri atas eksepsieksepsi ini telah menolaknya;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengam-
bil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 12 Maret 1974 No.299/Perd./1973
PM.Mdn., yang amarnya berbunyi sebagal berkiut :

Menerima gugatan penggugat untuk scbahagian ;

1. Menyatakan perbuatan tergugat-tergugat II,. 11 dan IV dalam jabatannya
salah tangkap dan penganiayaan penpgugat adalah perbuatan melanggar hukum
dengan memakai kekuasaan yang diperoleh dari jabatannya;

2. Menghukum tergugat-tergugat II, III, dan 1V secar2 tanggung menanggung
membayar ganti kerugian sebesar Rp.3. 100000 {tiga juta sératus ribu mpzah)
kepada penggugat;

3. Menghukum tergugat-tergugat II II[ dan IV tanggung menanggung mem-
bayar ongkos.ongkos perkara inf, yang sampai hari ini diperkirakan Rp.8.520,—
(delapan ribu lima ratus dua puluh rupish);

4. Menolak gugatan penpgugat selebihnya;

keputusan mana chlam tingkat banding atas permohonan tergugat-tergugat
telah dikuatkan olch Pengadilan Tinggl Medan dengan keputusannya tangml
2 September 1974 No 399[?0111]1974 ﬂ’F.Mdn.,



bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada keduz belah
plhak pade-tanggal 11 Desember 1974 kemudian terhadapnya: cleh penggugmt
pembanding diajukan permohonan-untuk pemeriksaan kasast secara lisan pada
tanggal 16 Januari 1975 sebagaimapa temyata dari surat kéterangan No.2/1975
yang dibuat oleh Paniters Pengadilan Negerl Madan, permohonan mana ke-
mdian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pesga-
dilan Nogeri tersehut pada tanggal 28 Januarl 1975; .

bahwa tentang risalah Kkasasi tersebut pada tanggal 8 Maret 1975 telah
diberitahukan dengan saksama pihsk lawan; -

Menimbang terlebih dahulu, bashws dengan berlakunya Undangundang No.
14 tahun 197Q tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
ysg telah mencabut Undangundang No.19 tshun 1964 tentang Ketentuan:
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hikum  acari-kasasi
sepert yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No,13 tahun 1965
sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk
medegaskanr hukum acara-kasesi yang- harus dipergunzkan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undangundang No.14 tahun
1970, maka pasal 70 Uadangundang No.l3 tahun. 1965 harus ditafsirkan
sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidsk berlaku itu bukan Undang-
undang No.l tahun 1950 secers keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-
‘hal yank telah diatur dalam Undangundang No.13 tahun 1965 kecuali kalau
bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum. acarz kasasi
adalsh hukum acara kasad yang diatur dalam Undangundang No.! tahun 1950,
sckedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang
telah diberitahukan kepada pihak liwan dengan saksama diajukan dalam tea-
gang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undarng-undang
maka oleh karena {tu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disjukan oleh penggugat untuk
kesasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : -

bahwa penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berkeberatan atas keputusan
Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggl Medan yang tidak mompet-
imbangkan penyalahgunaan kekuasaan tergugat dalam kasasi/tergugat asali da-
lam menahan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal tanpa alasan syah menurut
hukum; pada hal tergugat dalam kasasi/tergugat-asal I telah terbuktl melakukan
petbuatan melawan hukum dalam menyalah gunakan kekuassannya dan ikt
bertanggung jawab atas perbuatan tergugat dalam kasesi/tergugatssal II, LI
dan IV, karena terbuktl tergugat dalam kasasi/tergugat-asal 1 mengeluarkan
surat penshanan/penitipan penggugat untuk kasasi/penggugat-asal dirumah ts
hanan Kampung Durl, sedang bardaswken pengakuan tergugat dalam kasasi/
tergugat-asal II dan KN mereks melakukan penshanan penggugst untuk Xasasi/
penggugat-asal berdasarkan surat perintah penghanan dari tergugat dalam kasasi/



tergugatasal 1, dan oleh Karenanya berdasarkan pasal 1366 dan 1367 K.UH.
Perdata, penggugat untuk kasasi/penggugat-asal berhak menuntut ganti kerugian
kepada tergugat dalam kasasiftergugat-asal 1 dan tergugat-tergugat dalam kasexi/
tergugat-tergugat-asal lainnys, sehingga dengan demikian keputusan Pengadilan
Negeri Medan dan Pengadilan 'l'lgggi Medan bertentangan dengan pasal 1366
dag 1367 K.UH Perdata;

Menimbang, bahwa lmberatan-kebemm lnl tidak dapat dibenarkan, kerens
judex-facti tidak p]ah menerapkan hukom;

Menimbadg, bahwa berdasarksn spa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula
dari ssbab tidak ternyata bahwa keputusanjudex-facti dalam perkara ini ber-
tentangan dengan hukum danfatau undangundang, maka permohonan Xasasi
yang disjukan oleh penggugat untuk kasasi: Aidil Azqar Wallad terscbut hans
ditolak;

"Memperhatiken pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang
No.13 tzhua 1965 dan Undangundang No.I tahun 1950;

-MEMUTU‘SKAN.

Menolak pennohonan kasasi darl penggugat untuk kasm Aidil Azqar Wallad
tersebut;
Menghukum penggugat untuk kasasi akan nembayar biaya perkara dalam

" tingkat kasasi inil ditetapkan ssbanysk Rp.2.605,~ (dua dbu enam ratusliima
ruplah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari : Senin, tanggal 29 Nopember 1976 dengan R.Saldimen Wiratmo
S.H. Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketus Mahkamah Agung sebagai Ketwa
‘Sidang, St Widoyati Wiratmo Soekito S.H. dan Hendrotomo S.H., sebagai
. Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada har : Rebo,
tanggal 15 Desember 1976 oleh Ketus sidang tersebut, dengan dihadiri okh
Hendrotomo. S.H., dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH., Hakimhakim Ang-
gota, dan T.S.Aslamijah Soelaeman S.H., Panitera-Pengganti, dengan tidak di-
hadiri oleh kedus belsh pthak.




